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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

1.  Adapun  proses perlindungan yang diberikan oleh pihak BNN Kota 

Gorontalo terhadap para saksi kasus narkoba yakni : 

a. melindungi saksi dengan cara menyamarkan nama dari saksi tersebut 

serta memberikan perlindungan keamanan bagi seorang saksi sehingga 

saksi merasa nyaman dan tentram, dan kamipun bekerja sama dengan 

LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban) sebagaimana yang di 

atur dalam Undang – undang 13 tahun 2006 seperti yang di jelaskan 

dalam pasal 3 berbunyi : 

a. penghargaan atas hakat dan martabat manusia 

b. rasa aman  

c. keadilan 

d. tidak diskriminatif dan 

e. kepasian hukum 

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak BNN Kota Gorontalo 

dalam melakukan perlindungan terhadap saksi kasus narkoba 

a. kendala yang di dapatkan oleh pihak BNN berupa Keutuhan dan 

Integritas serta Professionalitas TIM BNN dalam menjalankan tugas 

dalam hal ini SDM ( Sumber Daya Manusia ) pendukung di dalam 

BNN, sering terjadi gesekan, sehingga kurang solid. 

b. yakni Integritas dan Kwalitas SDM pendukung kurang memadai. 
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c. kurangnya  Up-grading & Reviewing SOP Layanan Prima dimana kita 

masih lamban dalam hal layanan prima sehingga tidak tercover semua 

pengeluhan para saksi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis akan memberikan saran sebagai 

berikut : 

a. Lebih meningkatkan lagi integritas dan loyalitas sehingga bisa 

tercapainya suatu tujuan yang di harapkan, serta lebih meningkatkan 

kualitas diri sehingga terciptanya kenyamanan serta ketertiban 

b. Kendala – kendala yang timbul dalam intenal munkin itu menjadi 

cambukan bagi para penegak hukum agar kiranya lebih di tingkatakan 

lagi SDM nya serta di Up – greding lagi SOP sehingga lebih menciptakan 

kinerja yang lebih efektif dan kreatif. 

c. BNN Kota Gorontalo harus lebih sigap, cepat serta efisien dalam hal 

pemberantasan narkoba dan juga dalam perlindungan saksi. Baik itu 

bekerja sama dengan pihak kepolisian maupun LPSK. Dan sebaiknya di 

provinsi gorontalo harus di adakan lembaga perlindungan saksi (LPSK). 
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